ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of the assets of the entire bankrupt debtor through
a judge's decision or a district court, where the settlement and management will be
carried out by a curator supervised by a supervisory judge in order to protect the rights
of creditors. However, it is different if the debtor is in bankruptcy it turns out that he is
also involved in the accompanying criminal case. The existence of general bankruptcy
seizures and criminal confiscations in a case / case will create a conflict of norms
regarding confiscation because in the regulation of general confiscation of bankruptcy,
Article 31 paragraph (2) of the K-PKPU Law states that all confiscations will be deleted
if a case has been declared bankrupt by a judge. Meanwhile, criminal confiscation /
confiscation in Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code states that
confiscation in civil matters can still be carried out for the benefit of the trial process.
The conflict of norms in Article 31 paragraph (2) of the K-PKPU Law and Article 39
paragraph (2) of the Criminal Procedure Code overlap and will later have an adverse
impact if it is not resolved / handled properly. The method used in this research is
Normative Research using a statutory approach (Statute Aprroach). The results of this
study will show that every bankruptcy case where there is an accompanying criminal
case does not necessarily mean that criminal confiscation or general bankruptcy
confiscation must take precedence. However, we must look at several factors, principles,
and science related to related matters.
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ABSTRAK

Kepailitan adalah suatu sita umum pada kekayaan keseluruhan debitor pailit melalui
putusan hakim atau pengadilan negeri yang dimana pemberesan dan pengurusannya
akan dilakukan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas guna melindungi hak para
kreditor. Namun berbeda yang apabila debitor dalam pailit tersebut ternyata terungkap
juga tersangkut kasus tindak pidana yang menyertainya. Adanya sita umum pailit dan
sita pidana dalam suatu kasus/ perkara akan menimbulkan suatu konflik norma
mengenai sita karena dalam pengaturan sita umum pailit Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU
menyebutkan bahwa semua penyitaan akan hapus apabila suatu perkara telah diputus
pailit oleh hakim. Sedangkan penyitaan/ sita pidana dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP
menyebutkan bahwa penyitaan dalam hal keperdataan dapat tetap dilaksanakan guna
kepentingan proses persidangan. Konflik norma pada Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU
dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menjadi tumpang tindih dan nantinya akan menimbulkan
dampak yang merugikan apabila tidak diselesaikan/ ditangani dengan baik. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach). Hasil penelitian ini akan
menunjukan bahwa setiap kasus kepailitan yang terdapat kasus tindak pidana yang
menyertainya tidak serta merta bahwa sita pidana atau sita umum pailit yang mana harus
didahulukan. Akan tetapi harus melihat beberapa faktor, asas asas, serta keilmuan yang
berkaitan dengan hal terkait.

Kata Kunci : Kasus Pailit dengan tindak pidana, Sita Umum Pailit, dan Sita Pidana.
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